
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik ~ndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3569)~ 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Nomor 3667); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2015 ten tang 
Pertanggungjawaban Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu menetapkan 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai 
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
L.014; 

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a tersebut diaras perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati tentang PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014; 

BUPATI TANGGAMUS, 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

.c:>. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indoneela Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
' Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Unaar:g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir 

' dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201~ Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
In<lonesia Nornor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam.bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahar ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pcngawasan at.as Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 459 3); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran Negara 
Republik Indor ... esia Tahun 2006 Hornor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 
Perigelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

1 ,.., 
I • 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 
Kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
"sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5340)". 

15·. Peraruran Perr.erintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nornor 137', Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 



21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 l'lomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219}; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219}; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 
tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015; 

?.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nornor 21 Tahun 2011 "(Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomo 310)". 

26. Peraturan Daerah Ka bu paten Tanggamus Nomor 01 Tahun 
2010 tentang . Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 
48); 

2'7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanggamus Tahun 2014 Nomor 115); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggarnus Nomor 09 Tahun 
2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 
128}; 

29. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten 
Tanggamus Tahun 2014 Nomor 258); 

t 



7.467.106.566,83 :Rp. 
Sisa lebih pern biayaan anggaran tahun 
Berkenaan 

(22.576.537.278,19 

8.566.626.312,81 
31.143.163.591,00 

:Rp. 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan ' : Rp. 
b. Pengeluaran : Rp. 

Jumlah Pembiayaan Netto 

38. 7 l 3.368.450,00 

167.141.470.354,00 
236.188.664.476100 (+) 
442.042.502.280,00 

Rp. 993.381.456.252,00 

:Rp. 

:Rp. 
:RQ, 
:Rp. 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja :Sarang 

dan .Jasa 
3) Belanja Modal 
Jumlah Langsung 
Jumlah Belanja 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai :Rp. 502.580.079. 723,00 
2) Belanja Bunga :Rp. 0,00 
3) Belanja Subsidi :Rp. 250.000.000,00 
4) Belanja Hibah :Rp. 20.275.496.425,00 
5) Belanja Bantuan 

Sosial :Rp. 2.249.285.650,00 
6) Belanja Bagi Basil :Rp. 0,00 
7) Belanja Bantuan 

Keuangan :Rp. 21.532.879.800,00 
7) Belanja Bantuan 

Keuangan. kepada 
Partai Politik :Rp. 561.254.874,00 

8) Belanja Tidak Terduga: Rp. 4.388. 956.500100(+) 
Jumlah Tdk Langsung: Rp. 551.837.952.972,00 

196.993.578.300,00(+) 
Rp. 1.023.925.099.097,02 

:Rp. 

Laporan realisasi anggaran tahun ar.ggaran ~J013 terdiri atas : 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 22.488.697.780,02 
b. Dana Perimbangan : Rp. 804.442.823.017,00 
c. Lain-lain Pendapatan 

yang sah 
Jumlah Pendapatan 

Pasal 1 

Menetapkan ~ PERATURA'N BUPA't'I TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHTJN ANGGARAN 2014. 

MEMUTUSKAN: 



BERITA DAERAH IW3uPAtEN TANGGAMUS TAHUN 2015 NOMOR : 307 

I 

-. I 
Diundangkan di Kota Agu1~g 
pada tanggal 06 Juli 2015 · 

Ditetapkan di Kota Agung 
pada tanggal 06 Juli 2015 

Peraturan Bupati ini mulaijberlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan -Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus. 

Pasal 5 

i 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tmerupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran. sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
Peraturan ini dirinci lebih] lanjut ke dalam peniabaran laporan realisasi anggaran 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. 

Pasal 3 

I 

Ringkasan laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam pasal 1 
Peraturan ini tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. 

Pasal 2 
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